ANALISISSISTEMATIK HUKUM TERHADAP UU NO.8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Supriyanta
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Secara sistematik, UU No. 8 Tahun 1981 tentang hulcara pidana memiliki

sejumlah kelemahan sehingga bisa menjadi kenddéendmencapai keterpaduan.
Pada subsistem penyidikan, kurang menggambarkanyadembaga penyidikan
yang mandiri dan terpadu. Pada subsistem penunkd#annya dengan unsur
penyidikan belum terdapat pengaturan yang mantefenkahan yang menyangkut
subsistem pengadilan, tidak ada jangka waktu pesg&n perkara, tidak terdapat
kriteria dalam hal pengadilan menolak atau menerimma penggeledahan rumah
maupun penyitaan dari penyidik dalam hal delik aiegkap tangan, juga tidak
terdapat pengaturan kriteria suatu perkara yanga bdihentikan proses

pemeriksaannya karena alasan tertentu.

Kata Kunci : Sistematik Hukum, Hukum Acara Pidana
ABSTRACTS

Systematically, Law No. 8 of 1981 on Criminal Paae Law has a number of

weaknesses that could be an obstacle in achientegiation. In the investigation of

subsystems, adequately clarify the independenstiigeation agency and integrated.

In the prosecution subsystems related to elemdrtteednvestigation that there has

been a steady setting. Weaknesses related subsystemt, there is no settlement
period, there are no criteria in terms of the couet reject or accept a search

warrant for the house and the seizure of the ingagir in terms of offense caught

red-handed, there is also a case setting critehi@t the examination process can be
stopped for some reason.

Keywords : Law Systematic, Criminal Law Procedure

PENDAHULUAN fixed control arrangements dan
Wacana sistem peradilan  sekaligus koordinasi yang sering
pidana terpadu  muncul sejak diarttkan sebagai suatu proses
pembentukan UU No.8 Tahun 1981 pencapaian tujuan melalui
tentang Hukum Acara Pidana.(vide kebersamaan norma dan nik@hare
“Pedoman Pelaksanaan Kitab norms and values )Muladi, 2002 :
Undang-Undang Hukum Acara 35)
Pidana” 1982, Jakarta : Departemen Makna sistem peradilan pidana
Kehakiman RI, halaman iv.). Sejak terpadu didasarkan pada
saat itu wacana pembentukan sistem keseimbangan antara tindak pidana
peradilan pidana terpadu terus- (daad) dan pelaku (dader) tindak
menerus diupayakan sampai saat ini. pidana tersebut. Hukum pidana
Keterpaduan mengandung makna modern bertujuan untukolicing the



police yaitu melindungi warga
masyarakat dari campur tangan
penguasa yang mungkin menggunakan
pidana sebagai sarana secara tidak
benar (Muladi, 2003 : 16). Kesadaran
untuk menjalankan fungsi hukum
pidana secara hati-hati akan semakin
menjadi besar, bilamana setiap
masalah dalam hukum pidana
dipertimbangkan dengan seksama,
yaitu masalah kejahatan, kesalahan
dan pidana (Packer, Herbert L, 1968 :
173).

Menurut Barda Nawawi Arief
(2007 : 19-26) sistem peradilan pidana
pada hakikatnya identik dengan sistem

penegakan  hukum pidana. Di
Indonesia  dasar hukum  guna
terselenggaranya penegakan

hukumpidana secara terpadu, diatur
dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana atau disebut
juga dengan Kitab Undang-Undang
hukum Acara Pidana (KUHAP).
Bgaimanakah KUHAP mendesain
hubungan koordinasi antara sub-
subsistem peradilan pidana tersebut?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif yaitu dengan cara
meneliti  data  sekunder, yang
mencakup  penelitian  sistematik
hukum khususnya terhadap KUHAP
yang merupakan landasan yuridis
berlakunya sistem peradilan pidana di
Indonesia. Dengan demikian yang
menjadi fokus analisis dalam tulisan
ini adalah dimensi internal dari sistem
peradilan pidana yaitu keterpaduan
diantara subsistem peradilan pidana
yang didasarkan pada KUHAP dan
peraturan-peraturan lain yang terkait
dengan sistem peradilan pidana.

Data sekunder yang diperlukan
meliputi bahan hukum primer serta
bahan hukum sekunder yaitu berbagai

peraturan
bidang

perundang-undangan  di
sistem peradilan pidana.
Disamping itu juga bahan hukum
tersier seperti kamus hukum dan
ensiklopedi hukum. Data yang telah
terkumpul kemudian dilakukan
klasifikasi dan diolah  dengan
menggunakan cara penafsiran dan
konstruksi  hukum yang lazim
dipergunakan dalam ilmu hukum.
Teknik analisis data yang
dipergunakan analisa kualitatif
(Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

ANALISISSISTEMATIK HUKUM
TERHADAP UU NO. 8 TAHUN
1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA

UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana jika dilihat
secara sistematik hukum akan
ditemulan dasar hukum sebuah
mekanisme  hubungan fungsional
diantara subsistem peradilan pidana
yaitu subsistem kepolisian, kejaksaan
dan pengadilan.Hubungan diantara
subsistem tersebut membangun sebuah
sistem yang dikenal dengan sistem
peradilan pidana. Istilah sistem
menurut Anatol Rapport adalathole
which function as a whole by vertue of
the interdependence of its parR.L.
Ackoff, menyatakan sistem sebagai
entity, conceptual or physical, which
concists of interdependent partsl
Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007
: 5).Menurut Lili Rasjidi dan IB
Wyasa Putra (1993 :43-44), ciri suatu
sistem adalah a. suatu kompleksitas
elemen yang terbentuk dalam satu
kesatuan interaksi (proses);b. masing-
masing elemen terikat dalam satu
kesatuan hubungan yang satu sama
lain saling bergantung c.kesatuan
elemen yang kompleks itu
membentuksatu kesatuan yang lebih
besar,yang meliputi  keseluruhan
elemen  pembentuknya itu; d.



keseluruhan itu menentukan ciri dari
setiap bagiapembentuknya; e. bagian
dari keseluruhan itu tidak dapat
dipahami jika ia dipisahkan, atau
dipahami  secara terpisah  dari
keseluruhan itu f. bagian-bagian itu
bergerak secara dinamis secara
mandiri atau secara keseluruhan dalam
keseluruhan (sistem) itu.
Chamelin/Fox/Whisenand
menyatakancriminal justice system
adalah suatu sistem dari masyarakat
dalam proses menentukan konsep
sistem merupakan aparatur peradilan
pidana yang diikat bersama dalam
hubungan antara subsistem polisi,
pengadilan dan lembaga (penjara) (HR
Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007
6). Menurut Romli Atmasasmita
(1996 : 10), ciri pendekatan sistem :

a.Titik berat pada koordinasi dan
sinkronisasi  komponen  peradilan
pidana; b.Pengawasan dan

pengendalian penggunaan kekuasaan
oleh komponen peradilan pidana;
c.Efektifitas sistem penanggulangan
kejahatan lebih utama dari efisiensi
penyelesaian perkara; d. Penggunaan
hukum sebagai instrumen untuk
memantapkanthe administration of
justice.

Di Indonesia, sistem peradilan
pidana berpedoman pada UU No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. Sistem
Peradilan Pidana yang digariskan
KUHAP merupakan Sistem Peradilan
Pidana yang diletakkan di atas prinsip
“diferensiasi  fungsional”  antara
aparat/lembaga penegak hukum sesuai
dengan “tahap proses kewenangan”
yang diberikan undang-undang (M.
Yahya Harahap, 2004 : 90).

Secara sistematik KUHAP
terdiri atas 22 (duapuluh dua) bab dan
284 Pasal disertai dengan
penjelasannya secara lengkap.

Komponen sistem peradilan pidana di

Indonesia terdiri atas unsur-unsur
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Selain itu

ada satu komponen lagi yaitu
komponen penasihat hukum yang
meskipun bukan aparat penegak

hukum tetapi mereka bersama-sama
dengan polisi, jaksa, hakim, petugas

pemasyarakatan  sebagi  penegak
hukum.

Mengkaji KUHAP secara
sistemik, maka akan tampak

subsistem-subsistem sebagai berikut :

Penyidikan/K epolisian

Pasal 1 butir 1 KUHAP
menyebutkan bahwa penyidik adalah
pejabat polisi negara Rl atau Pegawai
Negeri Sipil ( disingkat PPNS )
tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan. Pengaturan penyidikan
dalam KUHAP berkaitan dengan
hubungan koordinasi antara penyidik
POLRI dan PPNS. Ketentuannya
adalah PPNS dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah koordinator
dan pengawasan Penyidik POLRI
(Pasal 7 ayat 2); Untuk kepentingan
penyidikan, penyidik memberikan
petunjuk kepada PPNS dan
memberikan bantuan penyidikan yang
diperlukan (Pasal 107 ayat 1); PPNS
melaporkan tindak pidana yang sedang
disidik kepada penyidik POLRI (Pasal
107 ayat 2); PPNS menyerahkan hasil
penyidikan yang telah selesai kepada
penuntut umum melalui penyidik
POLRI ( Pasal 107 ayat 3 ); Dalam hal
PPNS menghentikan  penyidikan,
segera memberitahukan  penyidik
POLRI dan Penuntut Umum (Pasal

109 ayat 3 ). Pada subsistem
penyidikan  ini, KUHAP juga
mengatur unsur penasihat

hukum/advokat untuk bisa terlibat di
dalam proses penyidikan. Kelemahan
pada pada subsistem penyidikan,



kurang  menggambarkan  adanya
lembaga penyidikan yang mandiri dan
terpadu.

Subsistem Penuntutan/K g aksaan
Setelah proses penyidikan telah
dinyatakan selesali, kemudian
dilanjutkan dengan proses penuntutan.
Pada Pasal 1 butr 7 KUHAP,
penuntutan adalah tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang
ini dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di
sidang pengadilan. Pasal 137 KUHAP
menentukan bahwa penuntut umum
berwenang melakukan penuntutan
terhadap siapa pun yang didakwa
melakukan suatu delik dalam daerah

hukumnya dengan  melimpahkan
perkara ke pengadilan yang
berwenang mengadili.

Dalam hal menurut

pertimbangan penuntut umum suatu
perkara tidak cukup bukti-bukti untuk
diteruskan ke pengadilan ataukah
perkara terebut bukan merupakan
suatu delik, maka penuntut umum
membuat suatu ketetapan ( Pasal 140
ayat (2) butir a). Isi surat ketetapan
tersebut diberitahukan kepada
tersangka dan bila ia ditahan, wajib
dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir
b). Turunan surat ketetapan tersebut
wajib disampaikan kepada tersangka
atau keluarga atau penasihat hukum,
pejabat rumah tahanan negara,
penyidik. dan hakim (Pasal 140 ayat
(2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut
Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan. Mengenai wewenang
penuntut umum untuk menutup
perkara demi hukum seperti tersebut
dalam Pasal 140 ayat (2) butir a
pedoman pelaksanaan KUHAP
memberi penjelasan bahwa

"perkaranya ditutup demi hukum"
diartikan sesuai dengan Buku | KUHP
Bab VIII tentang hapusnya hak
menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77,
dan 78 KUHP' ife bis in idem
terdakwa meninggal dan lewat waktu/
daluarsa). Jika kemudian ternyata ada
alasan baru untuk menuntut perkara
yang telah dikesampingkan karena
kurang bukti-bukti. maka penuntut
umum dapat menuntut tersangka
(Pasal 140 ayat (2) butir d). Menurut
Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang
melakukan penyidikan dalam hal
diketemukannya alasan baru tersebut
ialah penyidik.

Hubungan koordinasi antara
subsistem penyidikan dan subsistem
penuntutan diatur sebagai berikut :
Penyidik menyerahkan berkas perkara
kepada penuntut umum ( Pasal 8,
Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1
);.Penuntut  Umum  memberikan
perpanjangan penahanan atas
permintaan penyidik ( Pasal 14 huruf
c, Pasal 24 ayat 2);.Dalam hal
Penuntut Umum berpendapat hasil
penyidikan belum lengkap, ia segera
mengembalikan  kepada penyidik

disertai petunjuknya dan penyidik
wajib melengkapinya dengan
melakukan pemeriksaan tambahan

(Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan
ayat 3 );.Dalam hal penyidik mulai
melakukan penyidikan/ pemeriksaan,
memberitahukan hal itu kepada
Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1);
Dalam hal penyidik menghentikan
penyidikan, memberitahukan hal itu
kepada Penuntut Umum (Pasal 109

ayat 2 ), sebaliknya dalam hal
Penuntut Umum menghentikan
penuntutan, ia memberikan Surat
Ketetapan kepada Penyidik (Pasal

140 ayat 2 huruf ¢ ); Penuntut Umum
memberikan turunan surat pelimpahan
perkara, surat dakwaan kepada
penyidik  (Pasal 143 ayat 4),



demikian pula dalam hal Penuntut
Umum mengubah surat dakwaan ia
memberikan turunan perubahan surat
dakwaan itu kepada penyidik (Pasal
144 ayat 3); Dalam acara pemeriksaan
cepat, penyidik atas kuasa Penuntut
Umum (demi hukum ) melimpahkan
berkas perkara dan menghadapkan
terdakwa, saksi/ahli, juru bahasa dan
barang bukti pada sidang pengadilan
(Pasal 205 ayat 2).Konsekuensi dari
hal di atas, penyidik memberitahukan
hari sidang kepada terdakwa ( Pasal
207 ayat 1 ) dan menyampaikan amar
putusan kepada terpidana (Pasal 214
ayat 3). Kejaksaan merupakan
kesatuan, karena ia terdiri dari pejabat-
pejabat yang tersusun secara hierarkis.
Pejabat tingkat atas berwenang
memberikan perintah-perintah kepada
pejabat bawahannya di dalam
melakukan tugas jabatan mereka.
Prinsip kejaksaan merupakan satu
kesatuan inilah yang dikenal dengan
istilah “onsplitsbaar”( OC Kaligis,
2006 :52-53). Kelemahan pada
subsistem penuntutan, KUHAP belum
mengatur secara mantap hubungan
koordinasi antara penyidik dan
penuntut umum.

Subsistem K ehakiman/Pengadilan
Dalam KUHAP, pemeriksaan
dalam sidang pengadilan ada tiga
macam Yyaitu acara pemeriksaan biasa,
acara pemeriksaan singkat dan acara
pemeriksaan cepat yang terdiri atas
acara pemeriksaan tindak pidana
ringan dan acara pemeriksaan perkara
pelanggaran lalu lintas jalan. Acara
pemeriksaan biasa ini  prinsipnya
adalah a. Pemeriksaan dilakukan oleh
hakim yang ditunjuk oleh ketua
pengadilan; b. pemeriksaan dilakukan
secara lisan dalam bahasa Indonesia,
secara bebas dan terbuka untuk
umum;c. Anak di bawah umur tujuh
belas tahun dapat dilarang menghadiri

sidang; d. Pemeriksaan dilakukan
dengan hadirnya terdakwa, dan dapat
dipanggil secara paksa; e.
Pemeriksaan dimulai dengan
menanyakan identitas terdakwa; f.
Pembacaan surat dakwaan;qg.
Keberatan terdakwa atau penasihat
hukum. h. Pembuktian.

Pasal 203 ayat 1 KUHAP ,
yang diperiksa menurut acara
pemeriksaan singkat ialah perkara
kejahatan atau pelanggaran yang tidak
termasuk ketentuan Pasal 205 dan
yang menurut penuntut umum
pembuktian serta penerapan
hukumnya mudah dan sifatnya
sederhana. Pada prinsipnya ketentuan
dalam acara pemeriksaan biasa
berlaku juga untuk acara pemeriksaan
singkat dan cepat. Perkecualiannya
yaitu dalam acara pemeriksaan singkat
penuntut  umum menghadapkan
terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa, dan

barang bukti. Waktu, tempat, dan
keadaan melakukan tindak pidana
diberitahukan secara lisan, dicatat

dalam berita acara sebagai pengganti
surat dakwaan.Acara pemeriksaan
cepat dibagi menjadi acara
pemeriksaan tindak pidana ringan,
ialah perkara yang diancam dengan
pidana penjara atau kurungan paling
lama tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah
dan penghinaan ringan.

Hubungan koordinasi antara
Penyidik dan Hakim/Pengadilan yaitu
: a. Ketua Pengadilan Negeri dengan
keputusannya memberikan
perpanjangan penahanan sebagaimana
dimaksud Pasal 29 atas permintaan
penyidik; b. Atas permintaan
Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri
menolak atau memberikan surat izin
penggeledahan rumah atau penyitaan
dan /atau surat izin khusus
pemeriksaan surat (Pasal 33 ayat 1,
Pasal 38 ayat 1); c. Penyidik wajib



segera melapor kepada Ketua
Pengadilan Negeri atas pelaksanaan
penggeledahan rumah atau penyitaan
yang dilakukan dalam keadaan yang
sangat perlu dan mendesak
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 2
dan Pasal 38 ayat 2; d. Penyidik
memberikan kepada panitera bukti
bahwa surat amar putusan telah
disampaikan kepada terpidana (Pasal

214 ayat 3); e. Panitera
memberitahukan kepada penyidik
tentang adanya perlawanan dari

terdakwa (Pasal 214 ayat 7 Secara
umum pengaturan proses pemeriksaan
dalam sidang pengadilan yang ditata
oleh KUHAP telah menempatkan
kedudukan terdakwa sejajar dengan
penuntut umum, karena terdakwa telah
dilengkapi dengan hak-hak tertentu,
diantaranya adalah  hak untuk
didampingi oleh penasihat hukum.
Menurut KUHAP Penasihat Hukum di
dalam sidang pengadilan memiliki hak
untuk bertanya kepada saksi, hak
untuk  mengajukan saksi yang
meringankan, hak untuk mengajukan
keberatan terhadap surat dakwaan, hak
untuk mengajukan pembelaan dan
sebagainya. Kelemahan yang
menyangkut subsistem pengadilan,
tidak ada jangka waktu penyelesaian
perkara, tidak terdapat kriteria dalam
hal pengadilan menolak atau
menerima izin penggeledahan rumah
maupun penyitaan dari penyidik dalam
hal delik tertangkap tangan, juga tidak
terdapat pengaturan kriteria suatu
perkara yang bisa dihentikan proses
pemeriksaannya karena alasan
tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sistematik
hukum, KUHAP telah mengatur
hubungan koordinasi diantara sub-sub
sistem peradilan pidana. Hubungan
koordinasi fungsional dalam rangka

sistem peradilan pidana terpadu
meliputi hubungan antara penyidik
dan penuntut umum, penuntut umum
dan pengadilan serta hubungan
koordinasi antara penyidik dan
hakim/pengadilan. = Dengan adanya
dasar hukum dalam melakukan
koordinasi fungsional tersebut,
diharapkan terjadi pola penegakan
hukum pidana yang terpadu, meskipun
hal ini masih harus didukung dengan
struktur dan kultur hukum yang
memadai. Tanpa dukungan struktur
dan kultur hukum yang kondusif,
substansi hukum dalam UU No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara
pidana justru bisa menjadi sumber
disharmoni, karena adanya berbagai
kelemahan dalam setiap subsistem
peradilan pidana.
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